
 

 

 

 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

                                            NOMOR   59 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  

NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa 

dan motivasi kerja pegawai negeri sipil serta dalam 

rangka meningkatkan citra aparatur dalam 

pemberian pelayanan publik di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 

tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 149 

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 

tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah; 

  b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan 

dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka 

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a  sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu 

perlu dilakukan perubahan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur 

Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian 

Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-

92); 



 

 

 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3890); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 

Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 144); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

  7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang 

Korps Pegawai Republik Indonesia; 

  8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang 

Jenis Pakaian Sipil  sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 

1972 tentang Jenis Pakaian Sipil; 

  9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa 

Tengah Nomor 9 Tahun 1984 tentang Lambang Daerah 

Provinsi  Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran 



 

 

 

Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 

16 Tahun 1985 Seri D Nomor 16); 

  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 10); 

  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 

2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 11); 

  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 12); 

  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan 

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 

Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 13); 

  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit 

Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14); 

  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 

2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 15); 

  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 



 

 

 

Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 16); 

  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 

tentang Pakaian Seragam Dan Atribut Pertahanan Sipil; 

  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 

tentang Pakaian Dinas Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan; 

  19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004 

tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil 

Untuk Petugas Operasional Di Bidang Perhubungan 

Darat; 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pakaian Dinas, Peralatan Dan 

Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja; 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 

tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di 

Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas 

Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam 

Negeri Dan Pemerintah Daerah; 

  22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 

2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2010 Nomor 79) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 149 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 

2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 149); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 79 

TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  

 

 

 

 



 

 

 

Pasal I 

Mengubah ketentuan Lampiran III Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 

79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 79) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 

149 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 

149) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 7 Oktober 2013 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

ttd 

 

GANJAR PRANOWO 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 7 Oktober 2013 

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWA TENGAH 

Asisten Ekonomi Dan Pembangunan 

 

ttd 

 

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 59. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  



 

 

 

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  

NOMOR  59 TAHUN 2013      
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 
GUBERNUR JAWA TENGAH  NOMOR          
79 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 
JAWA TENGAH 

 

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEJABAT STRUKTURAL DAN 
TENAGA ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 

JAWA TENGAH 
 

NO HARI PAKAIAN KETERANGAN 

1. Senin PDH Khaki 

Semua SKPD, kecuali Satuan Polisi Pamong 

Praja, Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan 

Informatika, dan Badan Kesatuan Bangsa 
Politik Dan Perlindungan Masyarakat, 

menggunakan PDH Khusus SKPD masing-

masing. 

2. Selasa 

PDH Tenun/Lurik 

diutamakan khas 

Jawa Tengah 

Semua SKPD, kecuali Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi 

Dan Informatika, menggunakan PDH Khusus 

SKPD masing-masing. 

3. Rabu 

PDH Batik 

diutamakan khas 

Jawa Tengah 

Semua SKPD, kecuali Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi 

Dan Informatika, yang melaksanakan tugas 

operasional. 

4. Kamis 

PDH Batik 

diutamakan khas 

Jawa Tengah 

Semua SKPD, kecuali Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi 

Dan Informatika, yang melaksanakan tugas 

operasional. 

5. Jum’at 

- Seragam olahraga 

- PDH Batik 

diutamakan khas 

Jawa Tengah 

Semua SKPD setelah berolahraga berganti 

dengan PDH Batik, kecuali Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, 

Komunikasi Dan Informatika, yang melak-

sanakan tugas operasional.  

6. 
Sabtu dan 

Minggu 

PDH Batik/Batik 

lengan panjang 

- Pegawai yang bertugas memberikan 

pelayanan publik memakai PDH Batik 

lengan pendek, kecuali: 
1. Satuan Polisi Pamong Praja;  

2. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan 

Informatika. 

- Untuk menghadiri acara tertentu 

menggunakan PDH Batik/batik lengan 

panjang. 

 

 
 

 



 

 

 

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS BAGI PELAKSANA 
TEKNIS/OPERASIONAL/LAPANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

PROVINSI JAWA TENGAH  
 

NO HARI SKPD PAKAIAN KETERANGAN 

1. Senin 

Badan Kesatuan 
Bangsa Politik 

Dan Perlindungan 

Masyarakat 

PDH Khusus/PDH 
Badan Kesatuan 

Bangsa Politik Dan 

Perlindungan 

Masyarakat 

Penggunaannya setiap hari 
Senin dan menghadiri 

acara/kegiatan yang berkaitan 

dengan LINMAS. 

2. 

Senin s/d 

Minggu 
 

Satuan Polisi Pa-

mong Praja 

- PDH Khusus/ 

PDH Satuan Polisi 

Pamong Praja 

- PDL 
- PDU 

- PDUK 

Penggunaannya sesuai dengan 

Permendagri Nomor 35 Tahun 

2005 tentang Pedoman Pakaian 

Dinas, Perlengkapan dan Per-
alatan Satuan Polisi Pamong 

Praja. 

  

Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

- PDH Khusus/ 

PDH Dinas 

Perhubungan, 
Komunikasi Dan 

Informatika 

- PDL Dinas 

Perhubungan, Ko-

munikasi Dan 
Informatika 

 

Baju warna abu-abu, celana/rok 
warna biru tua, topi pet warna 

biru tua, helm warna dominan 
abu-abu silver, memakai lencana 

tanda jabatan, tanda unit 

organisasi (kesatuan) Dinas 

Perhubungan, Komunikasi Dan 
Informatika di atas saku kiri. 

  

Petugas 

Keamanan Dalam 

SKPD 

PPKD 

PDH Khaki dengan tanda 

khusus/piket pada lengan baju 

sebelah kanan dengan warna 

dasar hitam tulisan Petugas 

Keamanan Dalam (PKD) warna 
putih, menggunakan jangle pet 
warna hitam dan helm 

berwarna putih (untuk tugas 

patroli/diluar ruangan). 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

C. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA HARI/ACARA 
TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  

 

NO PAKAIAN KETERANGAN 

1. PDH Khaki  

Dipakai pada saat menghadiri acara kedinasan/upacara tertentu, 

atau upacara peringatan hari besar nasional,  kecuali Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan 
Informatika. 

2. KORPRI 

Dipakai setiap tanggal 17 atau acara kegiatan yang berkaitan 

dengan KORPRI, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas 

Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika yang melaksanakan 

tugas operasional/lapangan. 

3. PSL 

Dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna 

Istimewa DPRD Provinsi Jawa Tengah dan/atau bertugas ke luar 

negeri serta sesuai undangan. 

4. PSR 
Dipakai untuk menghadiri upacara kedinasan, menerima tamu luar 

negeri dan rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah. 

5. PSH 
Dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu bagi pegawai Golongan 

IV/a ke atas atau yang disamakan. 

6. PDL 
Dipakai untuk menjalankan tugas operasional dilapangan yang 

bersifat teknis. 

7. 
Batik lengan 

panjang 

Dipakai untuk menghadiri acara tertentu yang pakaiannya tidak 

ditentukan dalam undangan yang dipakai diluar hari/jam kerja. 

 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

ttd 
 

GANJAR PRANOWO 
 


